ABSTRAK

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan
kembali pada keadaan semula. Pengertian restorative justice atau keadilan
restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun
2021. Dengan diberlakukannya restorative justice untuk menyelesaikan suatu
perkara pidana serta antara pelaku dan korban kejahatan sudah tidak terdapat
konflik atau kerugian yang dialami korban telah dipenuhi sepenuhnya oleh
pelaku, maka tidak perlu digunakan hukum pidana yang bersumber pada teori
retributive justice. Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya
disingkat UU Tipikor) bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan
nasional, sehingga, hal ini harus diberantas dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ialah Yuridis Normatif
yang dimana bahan penelitiannya bersumber dari Undang-Undang dan
bahan-bahan hukum lainnya. Dan inti dari penelitian ini adalah bagaimana
jika pelaku Tindak Pidana Korupsi mengembalikan sepenuhnya dampak
kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus korupsi tidak perlu pidana
penjara.
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